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PRAKATA

Interaksi hukum dalam dunia bisnis tidak hanya menjadi pelengkap 
administrasi, melainkan telah menjelma sebagai pilar utama dalam 

menjaga kepastian, keadilan, dan keberlangsungan usaha. Khusus dalam 
sektor perkebunan kelapa sawit, dinamika hubungan antara pelaku usaha, 
masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya semakin menuntut 
kejelasan perikatan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu, pemahaman 
yang komprehensif mengenai hukum kontrak bisnis menjadi hal yang 
sangat krusial.

Hukum kontrak bisnis perkebunan kelapa sawit merujuk pada seluruh 
aspek hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam 
lingkup usaha budidaya, pengolahan, distribusi, hingga ekspor-impor 
komoditas kelapa sawit. Perjanjian-perjanjian tersebut bisa berupa kerja 
sama kemitraan antara perusahaan besar dan petani plasma, sewa-menyewa 
lahan, jual beli hasil panen, pembiayaan oleh perbankan atau lembaga 
keuangan, hingga klausul perlindungan lingkungan yang bersifat mandatory 
dari pemerintah. Semua bentuk kontrak tersebut memiliki karakteristik 
tersendiri yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tentu 
saja, hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki kontribusi besar 
dalam perekonomian nasional, tetapi sekaligus menyimpan kompleksitas 
persoalan hukum yang cukup tinggi. Mulai dari tumpang tindih kepemi-
likan lahan, keterbatasan akses informasi bagi petani, hingga persoalan 
keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap relasi kerja 
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dalam sektor ini pada hakikatnya memuat konsekuensi hukum yang apabila 
tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, 
bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dan kerugian bagi para pihak.

Konsep dasar dari hukum kontrak menempatkan kebebasan berkon-
trak sebagai prinsip utama. Namun, dalam konteks perkebunan kelapa 
sawit, prinsip tersebut sering kali harus berdampingan dengan prinsip 
keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti 
petani plasma atau masyarakat adat. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai 
bagaimana sebuah kontrak disusun, dinegosiasikan, dijalankan, dan jika 
perlu, diselesaikan melalui jalur hukum, menjadi bagian tak terpisahkan 
dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Upaya penyusunan referensi mengenai topik ini dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman yang mendalam, tidak hanya bagi akademisi dan 
mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat 
kebijakan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan 
pendekatan yang digunakan mampu menggambarkan hubungan antara 
teori hukum kontrak dengan realitas sosial-ekonomi di lapangan, sekaligus 
memberikan panduan praktis dalam penyusunan dan pelaksanaan perjan-
jian bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta etika usaha.
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BAB I
PENGANTAR HUKUM BISNIS

A.	 Pengertian Hukum Bisnis
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berinteraksi dengan 
berbagai aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup 
sosial, ekonomi, maupun hukum. Hukum sendiri merupakan serangkaian 
peraturan yang diberlakukan dalam suatu wilayah dan wajib dipatuhi oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan untuk mencip-
takan ketertiban, mencegah konflik, serta memberikan kepastian dalam 
setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, hukum juga melindungi individu 
dari tindakan yang merugikan (Muliansyah, dkk., 2020).

Salah satu bidang kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh regu-
lasi hukum adalah dunia bisnis. Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris 
business, yang berakar dari kata busy yang berarti “sibuk”. Istilah ini digu-
nakan dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat untuk 
menggambarkan kesibukan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan 
yang menghasilkan keuntungan (Usman, 2014).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis didefinisikan 
sebagai usaha komersial di bidang perdagangan, yang mencakup berbagai 
jenis usaha atau kegiatan dagang. Secara umum, bisnis meliputi sektor 
perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan produksi serta 
pertukaran barang atau jasa. Perusahaan yang bergerak dalam salah satu 
bidang tersebut termasuk transportasi atau aspek lain yang mendukung 
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aktivitas bisnis, dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia bisnis itu 
sendiri (Adnan, dkk., 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut setiap kegiatan bisnis, baik yang dija-
lankan oleh individu maupun perusahaan memiliki konsekuensi hukum 
yang harus diperhatikan. Hukum bisnis hadir sebagai perangkat aturan 
yang mengatur berbagai aspek dunia usaha, mulai dari pembentukan badan 
usaha, perjanjian bisnis, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi, 
perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa dagang. 

Munir dalam Sukendar dkk. (2020), mendefinisikan hukum bisnis 
sebagai aturan dan mekanisme hukum yang mengatur perdagangan, indus-
tri, dan keuangan. Sementara itu, menurut Ibrahim, hukum bisnis bertujuan 
menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi agar berjalan adil dan 
sesuai peraturan (Idayanti, 2020).

Salah satu contoh penerapan hukum bisnis di Indonesia adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan untuk melindungi 
hak-hak konsumen, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencan-
tumkan label halal serta informasi tanggal kedaluwarsa pada setiap produk 
yang dipasarkan. Ketentuan ini memastikan keamanan dan kesehatan 
konsumen dengan memberikan perlindungan terhadap risiko konsumsi 
produk yang sudah kedaluwarsa. Selain itu, bagi konsumen muslim, adanya 
label halal memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai 
dengan ketentuan syariat dan bebas dari unsur haram (Adnan, dkk., 2016). 

Berdasarkan uraian tersebut, hukum bisnis tidak hanya mengatur aspek 
teknis dalam kegiatan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan 
lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap 
aspek hukum menjadi penting bagi setiap pelaku usaha agar dapat menja-
lankan bisnis secara aman dan bertanggung jawab.

B.	 Sumber Hukum Bisnis
Hukum bisnis memiliki sumber yang menjadi dasar pembentukan dan 
penerapannya dalam dunia usaha. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua 
kategori utama, yaitu sumber hukum berdasarkan asas hukum dan sumber 
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II
ASPEK HUKUM BISNIS

A.	 Aspek Hukum Leasing
Leasing atau sewa guna usaha adalah cara pembiayaan di mana sebuah peru-
sahaan atau individu mendapatkan barang modal tanpa harus membelinya 
secara langsung. Dalam perjanjian leasing, pihak yang menyewa disebut 
lessee, menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan 
kewajiban membayar secara berkala. Setelah masa sewa berakhir, penyewa 
bisa memilih untuk membeli barang tersebut atau memperpanjang masa 
sewanya dengan nilai yang telah disepakati (Adesti, dkk., 2023).

Menurut Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, 
dan Menteri Perdagangan RI (Nomor Kep 122/MK/IV/2/1974, Nomor 
32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974), leasing adalah bentuk pembi-
ayaan yang menyediakan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan 
dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan 
di akhir masa leasing, penyewa memiliki pilihan untuk membeli barang 
tersebut atau memperpanjang sewanya (Istiarto dan Sudana, 2016).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, 
leasing dibagi menjadi dua jenis utama sebagai berikut. 
1.	 Finance lease adalah sewa guna usaha dengan hak opsi, di mana 

penyewa memiliki hak untuk membeli barang yang disewa setelah 
kontrak berakhir dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. 

2.	 Operating lease adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, di mana penyewa 
hanya menggunakan barang selama masa sewa, tetapi tidak memiliki 
hak untuk membelinya setelah kontrak berakhir (Syofyan, 2017).
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Dari kedua definisi tersebut, leasing memiliki beberapa ciri utama 
sebagai berikut.
1.	 Sebagai bentuk pembiayaan untuk memperoleh barang modal tanpa 

harus membayar penuh di awal. 
2.	 Barang yang disewakan adalah barang modal seperti mesin atau kenda-

raan untuk kebutuhan bisnis. 
3.	 Jangka waktu sewa tertentu disesuaikan dengan umur ekonomis barang 

dan kemampuan penyewa. 
4.	 Pembayaran dilakukan secara berkala, sesuai perjanjian, dan tidak bisa 

dibayarkan sekaligus. 

Oleh karena itu, leasing memberikan fleksibilitas bagi perusahaan atau 
individu dalam memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan biaya 
besar di awal sehingga menjadi alternatif pendanaan yang lebih terjangkau.

Kegiatan leasing di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas 
sejak tahun 1974. Regulasi pertama yang mengatur tentang perizinan 
usaha leasing ditetapkan melalui surat keputusan bersama antara menteri 
keuangan, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan Republik 
Indonesia, yaitu Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974; Nomor KEP-32/M/
SK/2/1974; dan Nomor KEP-30/Kpb/I/1974.

Ketiga keputusan tersebut yang dikeluarkan pada 7 Februari 1974, 
menjadi dasar utama dalam pengaturan usaha leasing di Indonesia. Untuk 
mengatur lebih lanjut mekanisme perizinan dan operasional usaha leasing, 
menteri keuangan mengeluarkan dua surat keputusan sebagai berikut.
1.	 Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 (6 Mei 1974), yang meng-

atur tentang tata cara perizinan dan operasional usaha leasing. 
2.	 Surat Keputusan Nomor 650/MK/IV/5/1974, yang menetapkan keten-

tuan terkait pajak penjualan dan bea materai dalam kegiatan leasing 
(Jacob, dkk., 2019).

Sebagai pelengkap, Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor 
PENG/307/DJM/III.1/1-974 juga diterbitkan untuk memberikan pedoman 
teknis dalam pelaksanaan leasing. Pada 20 Desember 1988, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan deregulasi atau Pakdes 20 Tahun 1988 yang meng-
atur ulang berbagai ketentuan terkait usaha leasing. Untuk mendukung 
kebijakan ini, menteri keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 
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BAB III
LINGKUP HUKUM KONTRAK 

A.	 Memahami Hukum Kontrak 
Kontrak dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst, yang memiliki arti 
mirip dengan perjanjian. Dalam hukum perdata, kontrak menjadi landasan 
bagi terbentuknya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
suatu kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mendefinisikan 
kontrak sebagai perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri 
kepada satu atau lebih pihak lainnya. Dengan kata lain, kontrak adalah suatu 
kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh para pihak (Lie, dkk., 2023). 

Secara umum, kontrak terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai 
kesepakatan mengenai suatu hal yang bersifat mengikat. Kesepakatan ini 
dapat mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran barang atau jasa, pemin-
jaman uang, kerja sama bisnis, atau bentuk perjanjian lainnya. Kontrak juga 
dapat mengandung ketentuan yang membatasi atau melarang tindakan 
tertentu guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Radjagukguk menjelaskan bahwa kontrak pada dasarnya adalah doku-
men tertulis yang mencerminkan kesepakatan antara para pihak untuk 
mencapai tujuan komersial. Dalam kontrak, setiap pihak menetapkan 
cara memperoleh keuntungan, memperoleh perlindungan, serta memba-
tasi tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya 
kontrak, terbentuklah suatu hubungan hukum yang mengikat, di mana 
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masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Kartikawati, 2019).

Keberadaan kontrak sebagai instrumen hukum tidak terlepas dari 
subjek hukum yang berperan di dalamnya. Dalam ilmu hukum, subjek 
hukum dalam kontrak dikategorikan ke dalam dua kelompok utama seba-
gai berikut.
1.	 Manusia sebagai natuurlijk person

Manusia sebagai natuurlijk persoon (subjek hukum alamiah), yaitu 
individu yang terlahir dengan hak dan kewajiban yang dimiliki-
nya sejak lahir bukan hasil ciptaan manusia, melainkan ada karena 
kodratnya. Sebagai subjek hukum alamiah, manusia memiliki kapa-
sitas untuk melakukan transaksi atau perjanjian dalam kehidupan 
sosialnya, serta berhak menuntut dan memenuhi kewajibannya dalam 
hubungan hukum.

2.	 Badan hukum sebagai rechtpersoon
Badan hukum sebagai rechtpersoon (subjek hukum buatan hukum), 
yaitu entitas yang dibentuk melalui kreasi hukum, seperti perseroan 
terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Badan hukum memiliki hak dan 
kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum 
dan dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau kontrak. Badan 
hukum memainkan peran penting dalam dunia bisnis dan organisasi, 
di mana hubungan hukum sering kali melibatkan entitas ini sebagai 
subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi 
atau kontrak (Kartikawati, 2019).

Selain subjek hukum, aspek fundamental lain dalam suatu kontrak 
adalah objek perjanjian yang disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan 
inti dari perjanjian itu sendiri, yang mencerminkan kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh debitur (pihak yang berutang) dan hak yang dimiliki oleh 
kreditur (pihak yang berhak menerima pembayaran). Prestasi ini dapat 
berupa tindakan yang harus dilakukan, dihindari, atau diserahkan oleh 
debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi 
dibagi menjadi tiga kategori utama sebagai berikut.
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BAB IV
KONTRAK BISNIS  

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A.	 Pengertian Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit
Bisnis perkebunan kelapa sawit adalah sebuah sektor industri yang menca-
kup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanaman kelapa sawit, 
pengelolaan perkebunan, hingga pengolahan hasil perkebunan menjadi 
produk dengan nilai ekonomi tinggi. Kelapa sawit (Elaeis guineensis) meru-
pakan tanaman yang memiliki berbagai manfaat dan digunakan dalam 
berbagai industri, seperti pangan, kosmetik, farmasi, dan energi terbarukan. 
Bisnis ini tidak hanya melibatkan petani dan perusahaan besar, tetapi juga 
berbagai pihak lain dalam rantai pasokannya (Nurhayati, 2022).

Proses utama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dimulai dengan 
tahap pembukaan lahan yang sesuai dengan iklim tropis yang mendukung 
pertumbuhan kelapa sawit. Pembukaan lahan ini meskipun penting untuk 
memulai perkebunan, sering kali menjadi sumber kontroversi karena 
dampaknya terhadap lingkungan, terutama deforestasi yang dapat menye-
babkan kerusakan ekosistem dan berkontribusi pada perubahan iklim 
global. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan perkebunan kelapa 
sawit yang mengadopsi pendekatan ramah lingkungan untuk mengurangi 
dampak negatif dari pembukaan lahan, seperti dengan menerapkan sistem 
agroforestry atau pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi.

Setelah lahan siap bibit kelapa sawit ditanam dan proses perawatan 
dimulai. Pemeliharaan perkebunan kelapa sawit mencakup berbagai 
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kegiatan, seperti pemupukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman 
yang optimal, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan yang 
dilakukan secara teratur. Pohon kelapa sawit membutuhkan waktu beberapa 
tahun (sekitar 3—4 tahun) untuk mulai menghasilkan buah sawit. Pada 
masa puncaknya, pohon kelapa sawit bisa berproduksi selama lebih dari 
20 tahun (Nawiruddin, 2017).

Setelah masa panen tiba, buah sawit yang dipetik akan dibawa ke pabrik 
untuk diproses menjadi minyak sawit mentah (CPO). Proses pengolahan 
ini dilakukan dengan berbagai teknik, termasuk pemasakan, pengepresan, 
dan pemurnian untuk menghasilkan minyak sawit yang dapat diguna-
kan dalam berbagai produk. CPO ini kemudian dapat diolah lebih lanjut 
menjadi minyak goreng, margarin, biodiesel, sabun, dan kosmetik. Di sisi 
lain limbah dari pengolahan kelapa sawit, seperti tandan kosong, serat, dan 
cangkang, sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan 
bakar energi terbarukan atau bahan baku industri (Kalidikalam, dkk., 2020).

Bisnis perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat besar 
dalam perekonomian global, terutama di negara-negara produsen utama 
seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu 
negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, dan minyak 
sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara tersebut. Bisnis 
perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap 
perekonomian negara, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
jutaan orang, mulai dari petani kecil yang mengelola lahan kelapa sawit 
hingga pekerja di pabrik pengolahan (Abdul, 2023). 

Namun, perkembangan bisnis perkebunan kelapa sawit juga mengha-
dapi tantangan besar terutama terkait dengan isu lingkungan dan sosial. 
Salah satu tantangan terbesar adalah deforestasi yang terjadi akibat pembu-
kaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Deforestasi ini berkontribusi 
pada hilangnya habitat alami spesies yang terancam punah seperti orang 
utan serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk peru-
bahan iklim global. Selain itu, bisnis ini sering menghadapi masalah terkait 
hak-hak buruh dan kesejahteraan petani kecil yang tergantung pada perke-
bunan kelapa sawit sebagai sumber penghidupan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi masalah tersebut, 
banyak perusahaan kelapa sawit yang mengadopsi praktik keberlanjutan 
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BAB V
HAPUSNYA KONTRAK

A.	 Pembayaran
Dalam suatu perjanjian, pembayaran merupakan bentuk pelaksanaan kewa-
jiban yang menandai berakhirnya hubungan hukum antara pihak-pihak 
yang terlibat. Jika kewajiban telah dipenuhi, perjanjian dianggap selesai 
secara hukum dan hak serta kewajiban para pihak dinyatakan berakhir 
(Ramadhan, dkk., 2024).

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPer atau Burgerlijk 
Wetboek (BW), pembayaran disebut dengan betaling di mana tidak hanya 
terbatas pada penyerahan uang, tetapi juga mencakup barang atau jasa 
sesuai kesepakatan. Setiap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dapat 
dianggap sebagai pembayaran. Bahkan dalam hubungan kerja, penyelesaian 
tugas oleh pekerja untuk majikannya juga memiliki makna hukum yang 
serupa (Fitra, 2017).

Namun, muncul pertanyaan mengenai siapa saja yang berwenang 
untuk melakukan pembayaran. Pada prinsipnya, pembayaran yang sah 
hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
langsung terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1382 
KUHPer, yang menyatakan bahwa mereka yang turut berutang atau yang 
menjadi penanggung (borg) dapat melakukan pembayaran atas kewajiban 
yang timbul dari suatu perikatan. 

Ketentuan hukum juga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga yang 
tidak memiliki kepentingan langsung untuk melakukan pembayaran. Pasal 
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yang sama menyebutkan bahwa pihak ketiga yang tidak berkepentingan 
dapat membayar secara sah asalkan ia bertindak atas nama pihak yang 
berutang atau atas nama sendiri tanpa menggantikan hak-hak kreditur 
(berpiutang). Artinya, seseorang dapat membantu melunasi utang orang 
lain tanpa otomatis menjadi kreditur baru.

Terhadap ketentuan ini, Subekti dalam Andriani dan Zulfitri (2021) 
mengkritik frasa “asal saja tidak menggantikan hak-hak kreditur” karena 
jika pihak ketiga mengambil alih hak kreditur, perikatan sebenarnya tidak 
hapus, melainkan hanya terjadi pengalihan hak tagih kepada pihak baru. 
Dalam kondisi ini, utang tetap ada hanya saja berganti kreditur.

Berdasarkan Pasal 1318 KUHPer, pihak mana pun dapat melaku-
kan pembayaran dan kreditur wajib menerimanya. Namun, hal ini tidak 
otomatis membebaskan debitur. Jika pihak ketiga membayar atas namanya 
sendiri dan mengambil hak kreditur, perikatan tetap berlangsung dengan 
perubahan dalam kepemilikan hak tagih.

Oleh karena itu, pembayaran dalam hukum perdata memiliki cakupan 
yang luas, tidak hanya berkaitan dengan penyerahan uang, tetapi juga dengan 
pemenuhan prestasi sesuai perjanjian. Selain itu, pembayaran dapat dila-
kukan oleh berbagai pihak, baik oleh debitur sendiri, pihak yang berkepen-
tingan, maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur atau dirinya 
sendiri. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi 
berbagai bentuk penyelesaian kewajiban dalam suatu perikatan perdata.

B.	 Pembaharuan Utang
Dalam hukum perdata Indonesia, penghapusan perikatan tidak hanya dapat 
terjadi melalui pelunasan atau pembayaran utang, tetapi juga melalui meka-
nisme hukum lain yang diatur secara eksplisit dalam KUHPer. Salah satu 
cara yang sah dan legal untuk menghapus suatu perikatan adalah melalui 
apa yang disebut sebagai pembaharuan utang atau novasi.

Secara terminologi, novasi berasal dari bahasa Latin novatio yang 
berarti pembaharuan. Dalam konteks hukum perdata, novasi merujuk pada 
suatu mekanisme hukum di mana perikatan lama dihapus dan digantikan 
dengan perikatan baru. Ini bukan sekadar modifikasi atas isi perjanjian, 
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BAB VI
PELAKSANAAN PENGELOLAAN  

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A.	 Teknis Pengelolaan Kelapa Sawit
Teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit mencakup seluruh tahapan 
budidaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memas-
tikan hasil panen yang optimal, yang meliputi beberapa tahapan berikut.
1.	 Persiapan lahan

Tahap ini dimulai dengan membersihkan lahan dari vegetasi, bebat-
uan, dan material lain yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. 
Selanjutnya, tanah diolah secara intensif hingga gembur dan subur 
sehingga kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Pembangunan sistem 
drainase juga dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan air yang 
bisa merusak akar serta memicu penyakit.

2.	 Pembibitan
Pembibitan bertujuan menghasilkan bibit unggul yang tahan terhadap 
hama, penyakit, serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi 
lingkungan. Pembibitan terdiri dari dua fase utama, yaitu pre-nur-
sery (pembibitan awal) selama beberapa bulan, dilanjutkan dengan 
main-nursery (pembibitan utama) yang dilakukan secara intensif 
hingga bibit siap ditanam di lapangan.

3.	 Penanaman dan pemeliharaan
Penanaman dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam ideal agar 
tanaman memiliki ruang tumbuh yang optimal. Setelah penanaman, 



HUKUM KONTRAK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT72

pemeliharaan rutin dilakukan berupa pemupukan secara teratur sesuai 
dosis rekomendasi, penyiraman terutama pada musim kering, pemang-
kasan pelepah daun tua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan 
tanaman, serta pengendalian gulma untuk memastikan pertumbuhan 
tanaman tetap optimal.

4.	 Pengendalian hama dan penyakit
Tahapan ini menggunakan prinsip pengelolaan hama terpadu (PHT), 
yaitu pendekatan yang menggabungkan metode biologis, mekanis, 
fisik, dan kimiawi. Pemantauan secara rutin dan intensif diperlukan 
agar serangan hama atau penyakit dapat segera diidentifikasi dan 
dikendalikan secara efektif sebelum meluas.

5.	 Panen dan pascapanen
Panen dilakukan ketika buah kelapa sawit mencapai tingkat kema-
tangan optimal agar kualitas minyak tetap tinggi. Setelah panen, buah 
segera diangkut ke pabrik pengolahan untuk menjaga kualitasnya. 
Pengelolaan pascapanen meliputi pemanfaatan limbah seperti tandan 
kosong, cangkang, dan limbah cair sebagai pupuk organik atau sumber 
energi alternatif (Harahap, 2021).

Dengan menerapkan setiap teknis ini secara teratur, konsisten, dan 
efektif, produktivitas perkebunan kelapa sawit dapat terus meningkat, 
sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan.

B.	 Spesifikasi Teknis Pengelolaan Perkebunan 
Kelapa Sawit

Spesifikasi teknis dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit bertujuan 
memastikan efisiensi dan keberlanjutan produksi. Beberapa spesifikasi 
teknis yang diterapkan di antaranya sebagai berikut. 
1.	 Sistem irigasi dan drainase

Saluran drainase dirancang untuk mengatur kadar air di lahan perke-
bunan, khususnya di daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau 
tanah dengan kandungan lempung tinggi. Pengelolaan air yang baik 
sangat penting untuk menjaga kelembaban tanah agar tetap stabil dan 
mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak akar tanaman. 
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BAB VII
TAHAPAN PERKEBUNAN  

KELAPA SAWIT

A.	 Perencanaan (Planning)
Perencanaan (planning) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tahap ini bertujuan untuk memas-
tikan bahwa seluruh proses budidaya dan pengelolaan perkebunan dapat 
berjalan secara efisien, produktif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang 
baik akan meminimalkan risiko kegagalan, meningkatkan produktivitas, 
serta menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian 
lingkungan (Roosmawati, dkk., 2024).

Perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor 
yang memengaruhi keberhasilan operasional perkebunan. Oleh karena 
itu, menurut Maruli (2012) perencanaan dalam perkebunan kelapa sawit 
mencakup berbagai aspek berikut.
1.	 Perencanaan pemilihan dan persiapan lahan.

Pemilihan lahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan budidaya 
kelapa sawit. Lahan yang digunakan harus memenuhi kriteria kese-
suaian agroekologi, seperti jenis tanah, ketersediaan air, curah hujan, 
dan topografi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, 
aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi pembukaan lahan juga 
menjadi bagian integral dari proses ini.

Di Indonesia, kegiatan pembukaan lahan untuk keperluan perke-
bunan kelapa sawit diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. 
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Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta 
memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertang-
gung jawab. Beberapa regulasi penting yang mengatur hal tersebut 
antara lain sebagai berikut.
a.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan.
b.	 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
c.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan.
e.	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Mekanisme Izin 
Lingkungan.
Dalam praktiknya, prosedur pembukaan lahan meliputi berbagai 

tahapan sebagai berikut.
a.	 Identifikasi status lahan

1)	 Menentukan apakah lahan termasuk kawasan hutan atau 
nonkawasan hutan.

2)	 Untuk lahan dalam kawasan hutan, diperlukan pelepasan 
kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK).

b.	 Pengajuan izin lokasi
1)	 Mengacu pada ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pelaku usaha harus meng-
ajukan izin lokasi melalui sistem OSS (online single submission).

2)	 Izin ini menjadi dasar untuk pengurusan izin-izin berikutnya 
seperti persetujuan lingkungan dan hak guna usaha (HGU).

c.	 Kajian lingkungan hidup (AMDAL)
1)	 Setiap kegiatan pembukaan lahan yang berdampak penting 

terhadap lingkungan wajib menyusun analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL), sesuai Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2)	 AMDAL ini harus disetujui terlebih dahulu sebelum aktivitas 
fisik dilakukan.
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BAB VIII
MODEL PERJANJIAN KERJA  

SAMA ATAU KONTRAK 

A.	 Contoh Kontrak Penyerahan Lahan 
(Replanting) antara PT dengan Petani  
Binaan Koperasi 

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT B
DENGAN 

KOPERASI BINA USAHA TANI UTAMA (BUTU)
NOMOR: ....../SPP/B–KOP BUTU/XI/2010

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu 
lima belas (12-11-2015) kami yang bertanda tangan di bawah ini: ---------
-------------------------------------------------------
1.	 Nama			   : Lamidi

Pekerjaan		  : Petani
Tempat & Tgl Lahir	 : .........
No. KTP		  : ....................
Alamat			   : ......

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi serta sebagai anggota 
binaan Koperasi Bina Tani, Desa Kerta Kecamatan Kempas dan Tenpuling, 
Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya akan disebut juga PIHAK 
PERTAMA
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2.	 Nama			   : Ari
Jabatan			  : Direktur Utama PT B
Tempat & Tgl Lahir	 : ......
NIK			   : ......
Alamat		  : ......

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari 
Perseroan Terbatas PT B, yang selanjutnya secara sah mewakili direksi 
untuk dan atas nama serta bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT B 
yang berkedudukan di Jambi, dengan anggaran dasar terakhir sebagaimana 
tercantum dalam Akta Nomor: ......., yang dibuat di hadapan Irwan, S.H., 
Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-248 HT. 03.02–Th. 
2000 Tgl. ........ serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: ------------------------------- Selanjutnya PT B tersebut 
akan disebut juga sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan sebagai berikut: 
---------------------------
1.	 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mempunyai lahan kebun kelapa 

sawit yang terletak di Parit 17 dan 15 Desa Kerta Jaya, Kecamatan Kempas, 
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan tanaman tua yang akan di 
replanting, ----------------

2.	 Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di dalam Bidang 
Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit yang akan menjadi mitra petani-petani 
pemilik lahan kelapa sawit. -------------------------------

Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, para pihak dengan ini saling setuju 
dan sepakat serta mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani perjanjian 
kerja sama (selanjutnya disebut perjanjian) dengan syarat-syarat dan keten-
tuan-ketentuan sebagai berikut: --------------------------

Pasal 1

DEFINISI
1.	 Pola kemitraan berarti sistem bagi hasil penjualan Net TBS PKS antara 

petani-petani pemilik lahan kebun kelapa sawit dengan PT B---------------
-------------------------------------------

2.	 Bagi hasil berarti pembagian hasil penjualan Net TBS PKS antara petani-
petani pemilik lahan kebun dengan PT B------------------------------------
-----------------------------------------
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Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”;

•	 Buku “Investor Asing di Indonesia” penulis Dr. Noviriska, S.H., 
M.Hum. dengan Bp. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. diterbitkan oleh 
PT Pena Persada;

•	 Jurnal bersama rekan dosen di KRTHA Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya dengan tema “Peran Kurator dalam Permasalahan Hukum 
Kepailitan antara Debitur dan Kreditur pada Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU)”;

•	 Jurnal bersama rekan dosen di JOURNAL SCIENTIFIC OF 
MANDALIKA dengan tema “Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan 
Konsumen pada Pengiriman Paket Barang Melalui Jasa Kurir di 
Indonesia”;

•	 Jurnal bersama rekan dosen di JOURNAL SCIENTIFIC OF 
MANDALIKA dengan tema “Perjanjian Kerjasama Jual Beli melalui 
System E-Commerce dengan Asas Itikad Baik Berdasarkan Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Cq PP RI No. 80 Tahun 
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”; serta

•	 Buku “Hukum Kontrak Bisnis Perkebunan Sawit”, penulis Dr. Noviriska, 
S.H., M.Hum. dan Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. diterbitkan oleh PT 
Nafal Global Nusantara.
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Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. lahir di Jakarta pada 16 Juli 
1976. Pendidikan tinggi di bidang hukum ditempuh 
secara berkesinambungan, dimulai dengan meraih gelar 
Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta 
pada tahun 2000. Studi kemudian dilanjutkan pada 
Program Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta hingga 
memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2013. 

Komitmen terhadap pengembangan keilmuan hukum selanjutnya diwu-
judkan melalui penyelesaian Program Doktoral di Universitas Islam Sultan 
Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2016.

Penulis bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batu 
Bara pada bagian HR & GA (2008—2017), serta menjadi dosen S-1 dan S-2 
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengampu 
beberapa mata kuliah, antara lain pada rumpun bidang hukum perdata 
dan hukum bisnis, seperti Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum 
Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan 
Konsumen, dan sebagainya. 

Dalam dunia pendidikan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program 
Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi 
Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal 
Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas 
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022). 

Ia juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Anggota 
Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi 
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2016), Asosiasi Profesor dan 
Doktor Hukum Indonesia (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), serta 
Asosiasi Praktisi dan Akademisi Hukum Bisnis Indonesia (2022). Selain 
itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia 
maupun dalam bahasa asing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab 
dan pengabdiannya dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa—khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.
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